
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.798, 2019 KEMEN ATR-BPN. Jabatan Pelaksana 
Nonstruktural. Pencabutan. 

 
 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 
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NOMOR  14   TAHUN  2019 
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JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.   bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian 

nomenklatur dan uraian jabatan pelaksana dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 18 Tahun 2015 tentang Uraian 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
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b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi 

kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, 

Perpindahan dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional 

Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Jabatan Pelaksana 

Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
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Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor 

Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 191); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500); 

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/   

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

5. Jabatan Pelaksana Struktural adalah Jabatan Pelaksana 

yang menduduki jabatan struktural kepala urusan dan 

kepala subseksi pada kantor pertanahan. 

6. Jabatan Pelaksana Nonstruktural adalah Jabatan 

Pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang tidak menduduki jabatan 

struktural. 

7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan 

sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. 

8. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat 

Diklat adalah proses penyelenggaran belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan Kompetensi PNS. 



2019, No.798 
-5- 

9. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan formal. 

 

BAB II 

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL 

 

Pasal 2  

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana Nonstruktural di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Peta Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Tugas, uraian tugas, syarat, hasil kerja, dan kualifikasi 

Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3  

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai acuan 

untuk: 

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

b. penentuan pangkat dan jabatan; 

c. pengembangan karier; 

d. pengembangan Kompetensi; 

e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian. 

 

 


